BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan
Implementasi kebijakan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor
(PKB) di Kantor SAMSAT Kabupaten Timor Tengah Utara dapat dikatakan
belum mencapai titik optimal karena adanya kondisi tertentu yang
mempengaruhi  keberhasilan kebijakan tersebut. Keseluruhan proses
implementasi tersebut dapat dilihat sebagai berikut.
A. Implementasi Kebijakan Pembayaran PKB.
Jika dilihat dari model implementasi kebijakan menurut George
Edward 111, implementasi kebijakan ini dapat dilihat melalui empat
aspek utama yaitu:

1. Aspek komunikasi dalam implementasi kebijakan ini
memiliki transmisi yang baik karena penyaluran informasi
tidak hanya disampaikan kepada sasarn kebijakan, tetapi juga
kepada pelaksana kebijakan. Dimensi konsisitensi dalam
implementasi kebijakan ini juga diterapkan secara baik
karena informasi yang disampaikan selalu tetap dan
konsisten, walaupun terdapat kekurangan pada dimensi
kejelasan yaitu kejelasan informasi yang diberikan kepada

sasaran kebijakan yang masih belum optimal.
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2. Aspek sumber daya dalam implementasi kebijakan ini masih memiliki
banyak kekurangan. Pihak SAMSAT Kabupaten Timor Tengah Utara
masih  memiliki kekurangan SDM, kekurangan anggaran, serta
kekurangan sarana pendukung seperti kendaraan bermotor untuk
kegiatan penagihan ke rumah masyarakat, serta kondisi gedung yang
kurang memadai. Untuk sumber daya kewenangan sudah cukup
memadai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Aspek disposisi dalam implementasi kebijakan ini sudah cukup baik.
Hal ini dibuktikan dengan kedisiplinan pegawai yang tinggi serta
perilaku yang baik pada saat melakukan pelayanan kepada masyarakat,
serta sistem pelaporan yang selalu dipertanggungjawabkan oleh para
pegawai yang dapat meningkatkan kedisiplinan dan kinerja pegawai
secara baik.

4. Aspek struktur birokrasi juga dapat dikatakan baik karena susunan
organisasi yang tidak terlalu panjang sehingga memudahkan korrdinasi
dan pengawasan. Selain itu, pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
(SOP) juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun proses
fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab yang telah dilakukan

secara baik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
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B. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat.

Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan pembayaran
pajak antara lain meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten
Timor Tengah Utara, pengadaan tilang gabungan, pelaksanaan penagihan dari
rumah ke rumah, pelayanan pajak di daerah-daerah pedesaan, kemudian
penggunaan sistem SAMSAT Online yang memudahkan integrasi data ke
kantor pusat yang didukung oleh keterampilan para pegawai dalam mengelola
sistem tersebut, serta penggunaan media sosial dalam penyaluran informasi
tilang dapat berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan. Terdapat juga
faktor penghambat yang kemudian setelah dianlisis lebih lanjut memiliki
pengaruh terhadap implementasi kebijakan karena menimbulkan hambatan
yang mengakibatkan ketidakberhasilan kebijakan. Faktor tersebut antara lain
minimnya kesadaran masyarakat dalam membayar kewajiban pajak
kendaraan bermotor serta kekurangan sumber daya yang dimiliki oleh pihak
SAMSAT seperti kekurangan pegawai dan kendaraan bermotor, serta
kekurangan pada fasilitas gedung yang dimiliki.

Berdasarkan analisis implementasi kebijakan yang telah diteliti dengan
model implementasi George Edward 11 serta dengan menghubungkan antara
identifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan
maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pembayaran pajak
kendaraan bermotor ini memiliki ketidakberhasilan karena berbagai faktor
yaitu kesadaran masyarakat dan kualitas pelayanan dari pihak SAMSAT yang

masih belum optimal. Oleh karena itu, untuk mewujudkan keberhasilan
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5.2

kebijakan maka perlu dilakukan kerja sama yang sejalan antara pihak
SAMSAT dan juga masyarakat untuk meningkatkan penerimaan pajak yang
telah ditetapkan sesuai dengan target dari Gubernur Provinsi Nusa Tenggara
Timur. Apabila pelaksanaan kebijakan ini dijalankan dengan baik maka akan
menghasilkan output yaitu semua masyarakat di Kabupaten Timor Tengah
Utara membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dimiliki tepat
waktu.

Saran
Saran yang dapat diberikan kepada pihak pelaksana kebijakan yaitu

kantor SAMSAT Kabupaten Timor Tengah Utara terkait pembayaran Pajak
Kendaraan Bermotor (PKB) ialah sebagai berikut.

1. Dari aspek komunikasi, saran yang dapat diberikan ialah peningkatan
kesadaran masyarakat terkait kewajiban membayar pajak kendaraan
bermotor yang diimiliki melalui sosialiasi dan penyampaian informasi
berupa pemasangan spanduk peringatan dan himbauan untuk
membayar pajak tepat waktu.

2. Dari aspek sumber daya, saran yang dapat diberikan ialah
melaksanakan pembangunan kantor pelayanan SAMSAT yang lebih
memadai terutama untuk merenovasi gedung demi menyediakan
fasilitas pelayanan yang optimal seperti loket pelayanan dan ruang
arsip, mengadakan perekrutan pegawai untuk membantu instansi
dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab yang diberikan,
serta menyediakan sarana transportasi seperti sepeda motor dan mobil

untuk meningkatkan pelayanan pajak kepada masyarakat.
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3. Peningkatan kualitas pelayanan pembayaran pajak melalui aplikasi
elektronik yaitu e-SAMSAT yang dapat menjadi alternatif bagi wajib
pajak pada saat ingin mengakses pelayanan pajak secara digital.
Pembayaran ini diharapkan dapat meingkatkan kualitas pelayanan
yang lebih efektif dan efisien.

4. Saran untuk beberapa faktor penghambat lainnya yang dapat diatasi
melalui beberapa solusi yaitu pembukaan gerai SAMSAT di daerah
terpencil yang memiliki keterbatasan akses untuk jalan menuju area
perkotaan. Gerai pelayanan SAMSAT ini diharapkan mampu
memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik untuk
pembayaran pajak walau berada di daerah yang sulit dijangkau oleh

petugas.
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